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Abstrak
 

Beragamnya latar belakang kehidupan narapidana, baik itu latar belakang kasus, suku/etnis, agama dan

lainnya merupakan faktor nyata dari keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai minatur masyarakat.

Disana juga terdapat berbagai kebutuhan dan kepentingan narapidana dalam rangka mempertahankan

hidupnya selama dalam lapas. Dalam rangka hal tersebut narapidana akan menjaga hubungannya dengan

petugas dan aturan yang berlaku dalam lapas sehingga baik petugas maupun aturan mampu mengakomodir

ataz dilemahkan oleh kepentingan narapidana, termasuk kepentingan menambah fasilitas kamar hunian

sesuai keinginan narapidana. Akibat adanya penambahan fasilitas-fasilitas pada kamar hunian pada

narapidana tertentu akan berakibat adanya kecemburuan sosial di kalangan narapidana, pemborosan

anggaran karena umumnya penambahan fasilitas berupa alat-alat elektronik yang menggunakan listrik, dan

yang terpenting adalah narapidana tersebut umumnya tidak tersentuhk program pembinaan.

Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana kebijakan

pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di Rumah Tahanan negara dan Lembaga Pemasyarakatan

di Jakarta seria kendala-kendala yang dihadapi dalam kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian tersebut.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan..dengan wawancara

terhadap informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Wiforiiai penelitian terdiri dari

informan petugas dan informan. Lokasi penelitian adalah lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) di DKI Jakarta,

yaitu Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, Lapas Klas IIA Salemba, Rutan Klas I

Jakarta Pusat dan Rutan Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana

pada lima (5) lokasi penelitian belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan perbedaan persepsi dan

cara pandang terhadap aturan yang ada yang berbeda-beda sehingga penerapannya pada masing-masing

lapas/rutanpun berbeda. Kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di lapas/rutan masih

mementingkan unsur keamanan dan keiertiban. Penyimpangan terhadap pemenuhan fasilitas kamar hunian

narapidana adalah adanya fasilitas-fasilitas tambahan yang tidak sesuai aturan seperti TV, AC, Kompor

Listrik hingga pencurian listrik untuk kepentingan fasilitas lainnya. sementara dalam rangka mensiasati

kondisi kelebihan daya tampung (over kapasitas) pada masing-masing l!okasi penelitian dilakukan alih

fungsi atau pemanfataan ruang yang bukan kamar hunian menjadi kamar hunian bagi narapidana. Sementara

faktor kendala dalam kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana terdiri dari empat faktor

utama yaitu kendala komunikasi, kendala sumber daya, kendala sikap implementator dan kendala struktur

birokrasi

......Diverse backgrounds inmate's life, whether it is the case background, tribe / ethnicity, religion and the

other is a real factor of the exisience of correctional institulions as minatur community.There alsa have

various needs and interests of prisoners in order to survive as long in prison. In order to convict it will
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maintain relationships with officers and rules that apply in the prison so that both workers and able io

accommodate the rulés or attenuated by the interests of prisoners, including facilities to add interest as you

wish inmate occupancy rooms. Due to the exiztence of additional facilities in room occupancy on a

particular inmate will result in the social jealously among the inmates, waste budget because generally in the

form of additional facilities for electrical appliances that use electricity, and most importantly the inmates

were mostly uniouched by development programs.

In this research, there are two research questions to be answered is how the Juifiliment of the policy room

occupancy facility for inmates at the Detention Center and state correctional institutions in Jakarta and the

constraints faced in julfilling the policy facilities such occupancy rooms, The method used is qualitative

method of data collection techniques againts the informant interview conducted with the study using the

interview guide Informants consisted of officers and informants informants. Location of the study are five

Technical Executive Unit (UPT) in Jakarta, namely Class I Cipinang Prison, Jakarta Narcotic Prison Class

HA, Class 14 Salemba prison, Central Jakarta Rutan Class I and Class ITA Rutan Pondok Bambu, East

Jakarta.

Based on this research found that the policy of fulfiliment of room occupancy facility for inmates at five (3)

the location of the research has not been performing well. This is due to differences in perception and

outlook of the existing rules are different so that its application in each prison / rutanpun different.

Compliance policies occupancy room facilities for inmates in the prison / detention center is still concerned

with the elements of security and order. Deviation toward the Julfiilment facility inmate occupancy room is

the presence of additional facilities that are not in accordance with regulations such as TV, air conditioning,

Electric Stove to theft of electricity for the benefit of other facilities, while in order to anticipate the

conditions of excess capacity fover capaciiy) at each study site conducted over the function or utilization of

space that is not a room occupancy room occupancy for the inmates. While the constraint factor in fulfilling

the policy for inmate occupancy room facilities consist of four main factors namely the communication

constraints, resource constraints, barriers and constraints implementer attitudes bureaucratic structure. 


